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merupakan dua isu penting dalam program

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
pembangunan.

International Union for
Conservation of Nature (IUCN) menyatakan bahwa
perempuan memainkan peran kunci dalam penggunaan
dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam
pertanian dan sistem lanskap hutan di sepanjang
mata rantai. Menurut IUCN (2021), di negara-negara
berkembang, sebanyak 43% perempuan terlibat dalam
kerja-kerja pertanian dan menggantungkan hidup pada
hutan. Data yang sama memperkirakan bahwa ketika
perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber
daya produktif seperti laki-laki maka perempuan akan
dapat berkontribusi dalam peningkatan hasil pertanian
di negara berkembang sebesar 2,5% hingga 4%.
Pelibatan perempuan secara global berimplikasi pada
penurunan angka kelaparan dunia sebesar 12% hingga
17%. Keterlibatan perempuan dalam akses dan tata kelola
hutan terbukti meningkatkan ekonomi perempuan dan
komunitas di sekitar wilayah hutan.

Senada dengan data IUCN, dalam konteks Indonesia,
banyak perempuan menggantungkan hidupnya dari
akses dan pengelolaan hutan. Mereka mengelola lahan
dan mengumpulkan hasil hutan, baik untuk kebutuhan
sehari-hari atau diolah untuk dijual pada komunitas yang
lebih luas. Perempuan juga memiliki pengetahuan terkait
dengantumbuhan obat-obatan dan berbagaipotensilain
hasil hutan. Tidak hanya itu, ketergantungan perempuan
terhadap hutan juga kerap lebih tinggi bila dibanding
dengan laki-laki. Kelompok perempuan merupakan
kelompok
hidupnya ketika terjadi degradasi hutan atau ketika
akses mereka terhadap hutan dihilangkan. Sejumlah
fakta ini merupakan landasan pentingnya pelibatan
perempuan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Tidak
hanya itu, sejumlah penelitian telah menunjukkan
bahwa pengetahuan dan keterampilan perempuan
terkait dengan sumber daya dan pengelolaan hutan
memberikan kontribusi penting dalam memastikan
pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

rentan dan terancam keberlangsungan

Ironisnya, terlepas dari besar dan pentingnya
perempuan dalam pengelolaan hutan,
International Union for Conservation of Nature (2020)
menunjukkan bahwa secara global, partisipasi dan
keterwakilan perempuan dalam tata kelola hutan pada

tingkat lokal, nasional, dan internasional sangatlah

kontribusi

rendah. Data KLHK juga menunjukkan bahwa bentuk
partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial hanya
5% dari pemegang izin perhutanan yang memiliki
anggota perempuan di dalamnya (VOA Indonesia 2021).
Sejumlah pendekatan berbasis perspektif feminisme
menunjukkan bahwa berbagai asumsi di tingkat tapak,
nasional, serta internasional masih memercayai bahwa
perempuan bukan subjek relevan dalam pengelolaan
hutan secara formal dan dari pengambil keputusan.
Asosiasi hutan dengan nilai dan sifat maskulin membuat
perempuan menjadi liyan dalam tata kelola hutan.

Untuk memastikan adanya pengelolaan hutan
yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah telah
menghadirkan program Perhutanan Sosial. Program
ini dilaksanakan dalam kawasan hutan negara/hutan
hak/hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau
masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk
tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan
dinamika sosial. Program ini tentu merupakan peluang
untuk memastikan keterlibatan perempuan secara
formal di dalam perhutanan. Kebijakan ini bahkan
sudah mengenali dan menyatakan secara tertulis bahwa
perempuan merupakan subjek dari kebijakan perhutanan
sosial. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapatkan
manfaat dari
memungkinkan adanya formalisasi hak terhadap hutan
kolektif dalam beberapa tahun terakhir. Para sarjana
feminis seperti Agarwal dan Colfer percaya bahwa
dibutuhkan pengakuan formal terhadap perempuan dan
berbagai kelompok marginal dalam jalinan identitasnya
dengan etnis, kelas, orientasi seksual, dan identitas
gender untuk memastikan tata kelola yang berkeadilan.
Tanpa adanya pengakuan formal, kepentingan mereka
kerap dikeluarkan dari pembuatan keputusan, baik
secara eksplisit maupun implisit.

program tersebut. Perhutanan sosial

Dalam praktik pengelolaan hutan, para sarjana
feminisme percaya pada dasar penyingkiran perempuan,
yaitu adanya asosiasi hutan dan maskulinitas. Maskulinitas
hutan telah menjadikan pandangan dan kebutuhan
kelompok laki-laki sebagai norma yang berlaku
untuk semua tanpa mempertimbangkan perspektif
dan pengetahuan kelompok lain. Tanpa memastikan
pengelolaan hutan yang inklusif maka kelompok dengan
ide, preferensi, dan kebutuhan berbeda terkait dengan
tata kelola hutan akan tersingkirkan (Arora-Jonsson
2009).
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Sejumlah penelitian yang didokumentasikan dalam
JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial menunjukkan
potret partisipasi
hutan di Indonesia. Sejumlah upaya telah dilakukan
kebijakan dan kerja-kerja berbagai pihak
demi memastikan perempuan tidak tersingkir dari
pemanfaatan program. Namun, praktik di lapangan
menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami
kesulitan untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam

perempuan dalam tata kelola

melalui

akses dan tata kelola hutan.

Beberapa persoalan ketimpangan gender dalam
kaitannya dengan pengelolaan hutan, antara lain
akses perempuan terhadap lahan, hutan dan berbagai
sumber daya lainnya lebih sedikit dibandingkan laki-
laki, perempuan kurang terepresentasikan dan kurang
memiliki
publik dan pada posisi kepemimpinan di dalam institusi
pemerintahan terkait dengan bidang perhutanan,
perempuan kurang memiliki akses terhadap teknologi
serta informasi terkait hutan dan agroforestri, perempuan
dieksklusi dari komoditas hutan yang bernilai ekonomis
tinggi, serta perempuan memikul beban perawatan
rumah tangga dan kurang terepresentasi
program-program mitigasi dan inisiatif terkait dengan

pengaruh dalam pembuatan keputusan

dalam

isu perubahan lingkungan (Cifor 2021). Seluruh kondisi
ini sesungguhnya saling tumpang-tindih. Namun,
perempuan tidak sekadar korban pasif dari suatu sistem
ketimpangan. Berbagai studi yang dilakukan oleh para
penulis yang dihimpun dalam JP 111 Perempuan dan
Perhutanan Sosial menunjukkan agensi perempuan.
Di tengah tantangan norma gender dan ketimpangan

struktural yang ada, perempuan ~membangun
resiliensinya melalui  aksi-aksi kolektif. Partisipasi
perempuan terbukti menyokong keberlangsungan

lingkungan, komunitas, dan keluarga.

JP 111 menghadirkan tantangan dan capaian keadilan
genderdalamperhutanansosialdilndonesia.Pengelolaan
dan konservasi hutan yang inklusif perlu dilakukan
secara holistis. Selain adanya perubahan struktural pada
kebijakan, perlu dipastikan juga terjadinya perubahan
kesadaran di tingkat masyarakat. Pelibatan perempuan
secara formal dalam perhutanan sosial perlu dipastikan
supaya menghasilkan pemberdayaan. Artinya, partisipasi
perempuan dalam tata kelola hutan pada perhutanan
sosial tidak sekadar menghasilkan penguatan ekonomi,
tetapi lebih jauh perlu memastikan transformasi sosial
kelompok perempuan yang mencakup penguatan
politik, sosial, dan budaya (Abby Gina).
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Ernawati Eko Hartono' & Khulfi Muhammad Khalwani?
Kelompok Kerja (Pokja) Gender, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan' & Perencana Ahli Muda,

Biro Perencanaan-KLHK?

Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender
di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

The Innovations and Challenges of Gender Mainstreaming in
Indonesia’s Ministry of Environment and Forestry

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 1-14, 1 tabel, 2 gambar,
22 daftar pustaka

The issue of gender equality in various fields related to natural resource
management, including the environment and forestry, has long been
a concern of social researchers, especially the issue of gender bias in
planning, management, marketing, benefits and impacts. This paper
aims to provide a descriptive analysis of the innovations and challenges
of implementing gender mainstreaming (‘pengarusutamaan gender'—
PUG) in government agencies, namely the Ministry of Environment
and Forestry (‘Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan'—
KLHK). PUG is a strategy that aims to achieve gender justice through
policies, programs and activities that take into account the experiences,
aspirations, needs and problems of men and women in the process of
monitoring and evaluating all aspects of life and development. The data
for this research was collected through a desk study and interviews. The
results of the analysis show the implementation of a PUG policy in the
KLHK has encouraged internal parties to pay more attention to the issue
of gender equality, both in leadership and in program implementation.
These innovations must continue to be developed consistently so they
can be an inspiration and an example for other government agencies,
both at the central and regional levels.

Keywords: gender responsive policy, equality, development, gender
mainstreaming, Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Isukesetaraan gender padaberbagaibidangterkaitdengan pengelolaan
Sumber Daya Alam, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan, telah
lama menjadi perhatian para peneliti sosial, khususnya permasalahan
tentang bias gender dalam proses perencanaan, pengelolaan,
pemasaran, hingga akses manfaat dan/ atau penerima dampak. Tulisan
ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif terhadap inovasi
dan tantangan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengarusutamaan Gender merupakan
strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui
kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan
dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan
dan pembangunan. Metode yang digunakan adalah desk study dan
wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan PUG di KLHK
telah mampu mendorong para pihak di Internal KLHK untuk lebih
memperhatikan isu kesetaraan gender, baik dari aspek kepemimpinan
maupun pada implementasi program/kegiatan. Inovasi tersebut
harus tetap dikembangkan secara konsisten sehingga bisa menjadi
pendorong dan contoh bagi instansi pemerintah lainnya, baik di pusat
maupun di daerah.

Kata kunci: Kebijakan Responsif Gender, kesetaraan, pembangunan,
Pengarusutamaan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Perhutanan Indonesia

Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Wilayah Sulawesi

Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo:
Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program
Perhutanan Sosial

Women as Silk Warriors in Wajo District: Sole Actors and the
Challenges of Access to Social Forestry Programs

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 15-27, 3 tabel, 4 gambuar,
14 daftar pustaka

Silk is a symbol of cultural grandeur in South Sulawesi. Complex
business issues, and lifestyle changes within communities, has led to
the silk industry being vulnerable to abandonment. Social Forestry,
through a scheme to increase nontimber forest product businesses on
community lands, can provide economic opportunities for silk-based
businesses, which are dominated by women. This study is a qualitative
study supported by quantitative data. Direct observations and in-depth
interviews were conducted with several key figures in the silk business
in Canru Village, Wajo Regency, South Sulawesi. The results of the study
show that economic pressure is the main motivation for shifting roles in
the silk business, but there are several other obstacles that threaten the
sustainability of the silk industry, which has lasted for hundreds of years.

Keywords: women and silk, economy empowerment, KUPS (Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial—Business Group of Social Forestry

Sutra merupakan salah satu simbol kebesaran budaya masyarakat
Sulawesi Selatan. Kompleksitas permasalahan pegiat sutra serta
dinamika gaya hidup yang telah disusupi budaya luar menyebabkan
posisi sutra rentan untuk ditinggalkan. Perhutanan Sosial melalui
skema peningkatan usaha hasil hutan bukan kayu di lahan rakyat
memberikan peluang dan akses pengelolaan kepada para pegiat sutra
yang kini didominasi oleh para perempuan. Secara sosial budaya, peran
perempuan dalam industri sutra telah lama ada dan semakin kuat
akibat terjadinya diversifikasi mata pencaharian. Kajian ini merupakan
kajian kualitatif dan didukung dengan data-data kuantitatif.
Pengamatan langsung serta wawancara secara mendalam dilakukan
ke beberapa tokoh kunci usaha persutraan yang berada di Kampung
Canru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan
tekanan ekonomi sebagai motivasi terjadinya pergeseran-peralihan
peran dalam usaha sutra serta beberapa kendala yang mengancam
keberlanjutan usaha sutra yang telah bertahan selama ratusan tahun.

Kata kunci: perempuan dan sutra, pemberdayaan ekonomi, KUPS
(Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)
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This paper analyzes the women's everyday forms of resistance, in formal
and informal spaces, to the acceleration of the Land Objects of Agrarian
Reform (‘Tanah Objek Reforma Agraria®—TORA) and Social Forestry (SF)
policies in Sigi Regency in Central Sulawesi. The women’s resistance
is a broader manifestation of To-Kaili philosophy regarding the role
of women as the center and base in maintaining harmony between
God, humans, and nature, including in the management of agrarian
resources (‘sumber-sumber agraria—SSA). Women who are fighting for
gender-based agrarian justice still encounter some obstacles, including
limited awareness of gender-based agrarian justice and the challenge
of the resistance not yet being dominant.

Keywords: Social Forestry, agrarian reform, everyday forms of resistance,
agrarian justice, gender justice

Naskah ini menganalisis perlawanan harian perempuan yang
diartikulasikan dari ruang informal ke ruang yang lebih formal,
terutama dalam percepatan Program Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Sigi. Perlawanan
harian perempuan sebenarnya bentuk manifestasi yang lebih luas dari
filosofi To-Kaili tentang peran perempuan sebagai pusat dan dasar
dalam menjaga keharmonisan tuhan, manusia, dan alam, termasuk di
dalamnya pengurusan Sumber-Sumber Agraria (SSA). Meskipun begitu,
upaya-upaya perlawanan perempuan memperjuangkan keadilan SSA
berbasis gender masih menemukan hambatan, antara lain kesadaran
parsial (partial consciousness) terhadap keadilan SSA berbasis gender
dan perlawanan yang belum menghegemoni.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, perlawanan harian,
keadilan agraria, keadilan gender
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This article focuses on two issues; whether the Directorate General
of Social Forestry and Environmental Partnership has integrated
gender issues into laws and regulations and policy implementation,
and whether these issues have been applied to the granting of Social
Forestry permits. This study uses empirical legal research methods to
assess the application of gender issues in the Social Forestry Regulations
and Permit Policy. The results of this study indicate an increase in the
number of Social Forestry provisions that regulate gender issues. That
is, in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 83 of
2016 there are two articles that regulate gender issues, whereas in the
Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 there
are seven articles. The integration of gender responsive articles and the
implementation of gender responsive practices has led to significant
changes such as the management by women of two Social Forestry
Business groups, Katimpun Village and Damaran Village. This process
represents the first step of positive change in the implementation of
gender mainstreaming policies in environmental issues in the Ministry
of Environment and Forestry.

Keywords: Social Forestry, gender issues in Social Forestry, permits for
Social Forestry management, women and Social Forestry, laws and
regulations

Artikel ini berfokus pada dua masalah, yaitu apakah Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah memerhatikan dan
mengintegrasikan isu gender dalam Peraturan Perundang-undangan,
implementasi kebijakan, serta dalam pemberian izin Perhutanan sosial.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk
melihat penerapan isu gender dalam Peraturan Perhutanan Sosial
dan Kebijakan Pemberian Izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat penambahan pasal yang mengatur isu gender. Terdapat
dua pasal dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 83 Tahun 2016
dan tujuh pasal dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021
yang mengatur isu gender. Integrasi pasal responsif gender dan
implementasi praktik menunjukkan perubahan yang signifikan seperti
pengelolaan oleh perempuan dalam dua kelompok usaha perhutanan
sosial, yaitu Desa Katimpun dan Desa Damaran. Proses ini menunjukkan
langkah awal perubahan positif dalam implementasi kebijakan
pengarusutamaan gender dalam persoalan lingkungan dalam KLHK.

Kata kunci: perhutanan sosial, isu gender dalam perhutanan sosial,
perizinan pengelolaan hutan sosial, perempuan dan perhutanan sosial,
peraturan perundang-undangan
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Food Agroforestry is one element of the National Economic Recovery
Program, which aims to counter the effects of the Covid-19 pandemic by
protecting the economy and promoting food security. The agroforestry
program targets Social Forestry Business groups with forest utilization
activities. Support is provided in the form of productive economic tools
and food agroforestry assistance. This paper examines the involvement
of women in food agroforestry activities. The research applies the
descriptive approach for secondary data related to food agroforestry
activities and interviews with female leaders who are involved in
forest management activities and group business development. The
results of the analysis show that food agroforestry activities provide
economic, ecological, and social benefits for the community. Further,
these activities provide access for women to be involved in forest
management and utilization, and to support food security and family
economies.

Keywords: women’s groups, agroforestry, food business management,
community economic improvement

Pangan Agroforestri, salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN), bertujuan sebagai upaya pertahanan ekonomi dan ketahanan
pangan akibat pandemi Covid-19. Sasaran Pangan Agroforestri adalah
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan kegiatan pemanfaatan
hutan. Kegiatan ini dilakukan melalui kelola usaha dengan bantuan
berupa alat ekonomi produktif dan bantuan Pangan Agroforestri.
Tulisan ini dikembangkan untuk mengkaji partisipasi perempuan
dalam kegiatan Pangan Agroforestri pada Kelompok Usaha Perhutanan
Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan
sumber data dari hasil wawancara dengan dua informan kunci, yakni
Ketua Kelompok Perempuan Pengelolaan Hutan dan Pengembangan
Usaha serta Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Tulisan ini menggunakan analisis gender Sara Longwe. Berdasarkan
hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Pangan
Agroforestri tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, ekologi,
dan sosial bagi masyarakat, tetapi juga telah memberikan akses kepada
kaum perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan
hutan serta usaha kelompok sebagai pendukung dalam ketahanan
pangan dan ekonomi keluarga.



Kata kunci: kelompok perempuan, kelola usaha Pangan Agroforestri,
peningkatan ekonomi masyarakat, kemanfaatan program, keterlibatan
perempuan, perhutanan sosial.
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The Social Forestry program in Perhutani-managed forest areas aims to
improve the welfare of the community through joint management and
promote sustainability. The program uses the Partnership Cooperation
(Kulin KK) scheme, which is regulated by the Minister of Environment
and Forestry Regulation No. P 83 of 2016. However, this program
has become a new conflict zone as various actors are competing to
dominate forest use. Women, who have allocated more time and energy
to the agricultural sector, now have few opportunities to be involved in
forest management because of gender biases within the governance
and implementation of the Social Forestry program. Women also
have to compete with various parties in order to participate in forest
management including Perhutani and the Forest Village Community
Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan—LMDH), the party
authorised to manage forest utilization programs.

Keywords: forest, Social Forestry, Perhutani, LMDH

Program Perhutanan Sosial di wilayah Perhutani bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan bersama
dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Salah satu skema
yang digunakan adalah Kerja sama Kemitraan (Kulin KK) dengan pihak
Perhutani yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun,
program ini justru menjadi arena baru perebutan ruang oleh berbagai
aktor yang ingin mendominasi pemanfaatan hutan. Perempuan yang
selama ini mengalokasikan lebih banyak waktu dan tenaga di sektor
pertanian, memiliki peluang kecil terlibat dalam pengelolaan hutan
akibat implementasi tata kelola program Perhutanan Sosial yang sangat
maskulin dan bias gender. Perempuan juga harus berhadapan dengan
berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, baik
Perhutani maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai
pihak yang diberikan kewenangan untuk menjalankan dan mengelola
program pemanfaatan hutan.

Kata kunci: hutan, perhutanan sosial, Perhutani, LMDH

Abby Gina Boang Manalu’, Nur Iman Subono?,
& Retno Daru Dewi G.S. Putri®
Universitas Bina Nusantara', Universitas Indonesia?,
& Jurnal Perempuan?

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial:
Studi Kasus di Lima Provinsi

Women’s Participation in Social Forestry:
A Case Study in Five Provinces

Kode Naskah: DDC305
Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 85-99, 3 tabel, 15 daftar
pustaka

Social Forestry (SF) is one of the government’s community-based
forest management programs, which aims to balance environmental
needs with the welfare of communities around the forest. However,
in the program’s implementation, due to social norms and gender
inequalities, women are often marginalized in access and management
of SF. This study analyzes women'’s participation in SF, primarily from the
perspective and experience of women at the site level. This study used
qualitative research; data mining was carried out through focus group
discussions (FGD) and interviews with women at the site level and
with assistance from civil society organizations (CSOs) in five provinces
(Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, West Kalimantan, Central
Sulawesi, and West Papua). This study shows how cultural barriers affect
the forms and good practices of women'’s participation in SF and their
impacts.

Keywords: social forestry, women's participation, gender norms

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program pemerintah
terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan
mendorong kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan masyarakat
sekitar hutan. Namun dalam implementasinya, karena norma sosial dan
ketimpangan struktur gender, perempuan kerap menjadi kelompok
marginal dalam akses dan tata kelola PS. Penelitian ini menganalisis
partisipasi perempuan dalam PS utamanya dari perspektif dan
pengalaman perempuan di tingkat desa. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, penggalian data dilakukan melalui Focus Group
Discussion (FGD), dan wawancara pada perempuan desa serta para
pendamping dari Civil Society Organization (CSO) dari lima Provinsi,
yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi
Tengah, dan Papua Barat. Penelitian ini menunjukkan bagaimana
hambatan kultural keterlibatan perempuan berdampak terhadap
bentuk dan praktik baik dari partisipasi perempuan.

Kata kunci: perhutanan sosial, partisipasi perempuan, norma gender
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